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BUPATI PASURUAN 
PROVINS! JAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATI PASURUAN 
NOMOR 67 TAHUN 2023 

TENTANG 

RENCANA STRATEGIS 
KECAMATAN SUKOREJO KABUPATEN PASURUAN 

TAHUN 2024 - 2026 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI PASURUAN, 

a. bahwa telah ditetapkan Rencana Pembangunan Daerah
Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 melalui Peraturan
Bupati Pasuruan Nomo:r 12 Tahun 2023 tentang Dokumen
Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun
2024-2026;

b. bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor
52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Rencana
Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan
Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah
Otonomi Baru, disebutkan bahwa Kepala Perangkat Daerah
menyusun Rencana Strategis 2024-2026 dan ditetapkan
dengan Perkada paling lambat Minggu kedua Bulan April
Tahun 2023;

c. bahwa Kecamatan Sukorejo Pemerintah Daerah Kabupaten
Pasuruan memerlukan adanya dokumen Rencana Strategis
(Renstra) Kecamatan Sukorejo sebagai dokumen
perencanaan Kecamatan Sukorejo untuk periode 3 (tiga)
tahun;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis
Kecamatan Sukorejo Kabupaten · Pasuruan Tahun 2024-
2026;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;



2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 
Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita 
Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
2730); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 
33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4700); 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5233) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6801); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679); 

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 
Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6757); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); 



9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang 
Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4815); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan 
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4817); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6041); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana 
Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 1312); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
1781); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur 
Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah; 

17. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 
2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi 
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan 
Pembangunan dan Keuangan Daerah; 



Menetapkan 

18. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 
tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan 
Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah 
Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru; 

19. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 12 Tahun 2023 tentang 
Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan 2024-
2026. 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS 
KECAMATAN SUKOREJO KABUPATEN PASURUAN TAHUN 
2024-2026 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan. 
2. Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah adalah Bupati dan Wakil Bupati 

Pasuruan. 
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara 

pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan Daerah Otonom. 

4. Kecamatan Sukorejo adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam 
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 

5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat 
RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten 
Pasuruan Tahun 2005-2025. 

6. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah 
Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026. 

7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RENSTRA 
adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 3 (tiga) 
tahun. 

8. Rencana Strategis Kecamatan Sukorejo yang selanjutnya disingkat Renstra 
Kecamatan Sukorejo adalah dokumen perencanaan Kecamatan Sukorejo 
untuk periode 3 (tiga) tahun. 

9. Rencana Kerja Kecamatan Sukorejo yang selanjutnya disingkat Renja 
Kecamatan Sukorejo adalah dokumen perencanaan Kecamatan Sukorejo 
untuk periode 1 (satu) tahun. 

BAB II 

KEDUDUKAN RENSTRA KECAMATAN SUKOREJO 

Pasal 2 

(1) Renstra Kecamatan Sukorejo Tahun 2024-2026 merupakan penjabaran 
dari RPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026. 



(2) Renstra Kecamatan Sukorejo sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
digunakan sebagai pedoman bagi Kecamatan Sukorejo dalam menyusun 
Renja Kecamatan Sukorejo. 

Pasal 3 

Sistematika Penulisan Renstra Kecamatan Sukorejo disusun sebagai berikut: 

BAB I 
BAB II 
BAB III 
BAB IV 
BABV 
BAB VI 

BAB VII 
BAB VIII 

: PENDAHULUAN; 
: GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN SUKOREJO; 
: PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN SUKOREJO; 
: TUJUAN DAN SASARAN; 
: STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN; 
: RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN SERTA 

PENDANAAN; 
: KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN; 
: PENUTUP. 

Pasal 4 

Renstra Kecamatan Sukorejo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum 
dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini. 

Pasal 5 

Camat Sukorejo wajib melaksanakan Renstra Kecamatan Sukorejo dalam rangka 
mendukung capaian Tujuan dan Sasaran yang tertuang dalam dokumen RPD 
Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026. 

BAB III 
PENGENDALIAN DAN EVALUASI 

Pasal6 

( 1) Camat Sukorejo wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap 
pelaksanaan dan hasil Renstra Kecamatan Sukorejo 

(2) Camat Sukorejo menyampaikan laporan hasil pengendalian dan evaluasi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Kepala Badan 
yang melaksanakan fungsi Penunjang Urusan Perencanaan serta Penelitian 
dan Pengembangan 

BAB IV 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 7 

Untuk menghindari terjadinya kekosongan Renstra Kecamatan Sukorejo Tahun 
2027, Renstra Kecamatan Sukorejo Tahun 2024-2026 ini dapat digunakan 
sebagai acuan untuk menyusun Renja Kecamatan Sukorejo Tahun 2027. 



BABV 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 8 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan. 

TELAH DITELITI 

Pejabat Tanggal Paraf 

Sekretaris Daerah 

Asisten PKR 

Kepala Bappelitbangda 

Camat Sukorejo 

KabagHukum 

Sekretaris Camat 

Kabid PPM 
Ba elitbangda 

Diundangkan di Pasuruan 
pada tanggal 11 April 2023 
SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN PASURUAN, 

               ttd.

M. IRSYAD YUSUF

YUDHA TRIW!DYA SASONGKO 
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2023 NOMOR 67

Ditetapkan di Pasuruan 
pada tanggal 11 April 2023 
BUPATI PASURUAN,

            ttd.



PENJELASAN ATAS 

PERATURAN BUPATI PASURUAN 

NOMOR  67  TAHUN 2023

TENTANG 

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN SUKOREJO KABUPATEN PASURUAN 

TAHUN 2024- 2026 

I. UMUM.

Bahwa dalam rangka mewujudkan Rencana Pembangunan Daerah 

Kabupaten Pasuruan yang akan dicapai sampai pada akhir tahun 

perencanaan yaitu pada Tahun 2026 diperlukan dokumen perencanaan 

yang lebih operasional dan implementatif maka diperlukan Renstra 

Kecamatan Sukorejo, sebagai arahan kebijakan perencanaan tiga tahun 

kedepan. Oleh sebab itu dokumen renstra Kecamatan Sukorejo harus 

selaras dengan RPO dalam hal permasalahan daerah, isu- isu strategis, 

tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan dan 

subkegiatan berikut indikatomya. 

Dalam rangka penyusunan Renstra Kecamatan Sukorejo dan Renja 

Kecamatan Sukorejo, Kecamatan Sukorejo melakukan koordinasi, sinergi 

dan harmonisasi dengan para pemangku kepentingan, selain itu 

penyusunan Renstra Kecamatan Sukorejo dilakukan dua minggu setelah 

penetapan penyusunan RPO. 

Adapun tahapan penyusunan Renstra Kecamatan Sukorejo 

meliputi, Persiapan Penyusunan, Penyusunan Rancangan Awal, 

Penyusunan Rancangan, Pelaksanaan Forum Kecamatan Sukorejo/lintas 

Renstra Kecamatan Sukorejo, Perumusan Rancangan Akhir dan Penetapan 

Renstra. 

Renstra Kecamatan Sukorejo memuat tujuan, sasaran, program, 

kegiatan dan subkegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan 

urusan pemerintahan wajib dan/ atau urusan pemerintahan pilihan sesuai 

dengan tugas dan fungsi setiap Kecamatan Sukorejo yang disusun 

berpedoman kepada RPO dan bersifat indikatif. 

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas. 

Pasal 2 

Cukup jelas. 

Pasal 3

Cukup jelas. 

Pasal 4 

Cukup jelas. 

Pasal 5 

Cukup jelas. 

Pasal6 

Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Renstra berpedoman terhadap 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 T�un 2017 tentang Tata 

Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, 



Pasal 6 
Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Renstra berpedoman terhadap 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata 
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, 
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 
1. Lampiran E.8.2.1 tentang Pengendalian dan Evaluasi terhadap

pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/Kota (Hal. 609);
2. Lampiran E.9.4 tentang evaluasi terhadap hasil Renstra Perangkat

Daerah Lingkup Kabupaten/Kota (Hal. 623).
Pasal 7 

Dokumen Renstra Kecamatan Sukorejo Tahun 2024-2026 ini dapat 
diberlakukan sebagai untuk pedoman dalam penyusunan Renja 
Kecamatan Sukorejo Tahun 2027 dan Perubahan Renja Tahun 2026 
disusun dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. 

Pasal 8 
Cukup jelas. 

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN NOMOR 155



RENCANA SRATEGIS (RENSTRA) 
KECAMATAN SUKOREJO 

T AHUN 2024-2026 

KABUPATEN PASURUAN 

PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN 
OPD KECAMATAN SUKOREJO 

Jl. Raya Matoa No 1 Dusun Glatik Desa Glagahsari 
Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan Telp (0343) 612345 

SUKOREJO 67161 



KATA PENGANTAR 

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas limpahan 

rahmat dan hidayah-Nya, maka telah tersusun Rencana Strategis (Renstra) OPD 

Kecamatan Sukorejo Tahun 2024-2026, sebagai wujud pertanggungjawaban 

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam rangka mencapai visi dan misi Kecamatan 

Sukorejo Kabupaten Pasuruan. 

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) OPD Kecamatan Sukorejo tahun 

2024-2026 ini dimaksudkan untuk dijadikan Penetapan arah kebijakan, program dan 

kegiatan bagi semua unsur aparatur kecamatan dalam melaksanakan tugas dan 

fungsinya tahun 2024-2026 dan penyediaan dokumen sebagai pedoman untuk 

dijadikan dasar dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahunan Kecamatan, 

sehingga pelaksanaan pembangunan dapat berkesinambungan dan memberikan 

manfaat yang maksimal bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan 

pengembangan wilayah. 

Disamping itu Rencana Strategis Kecamatan Sukorejo tahun 2024-2026 ini 

adalah acuan untuk melangkah dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan 

pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan sehingga dalam 

pelaksanaan nanti tidak jauh menyimpang dari perencanaan dan setidak-tidaknya 

merupakan tolak ukur sebagai bahan evaluasi keberhasilan pembangunan yang 

dicapai. 

Semoga dengan penetapan Rencana Strategis Kecamatan Sukorejo tahun 

2024-2026 d.iharapkan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Prima Menuju 

Kecamatan Sukorejo Yang Sejahtera dapat terwujud yang berdampak pada 

terlaksananya pembinaan dan fasilitasi pemerintahan desa/kelurahan, pembangunan 

wilayah dan kemasyarakatan dan pelayanan masyarakat dan pengkoordinasian 

penyelenggaraan kegiatan pemerintahan kecamatan Sukorejo. 

Sukorejo, 

CAMAT SUKOREJO

ttd.

YUDIANTO, SH, MM.
Pembina Tingkat I
NIP. 196907121989031004

2023 
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1.1 . Latar Belakang 

BABI 

PENDAHULUAN 

Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Sukorejo Tahun 2024 - 2026 

(selanjutnya disebut Renstra Kecamatan Sukorejo) pada dasarnya dilatar belakangi oleh 

keinginan untuk menjalankan amanat yang ditetapkan dalam peraturan perundang

undangan yang berlaku, serta untuk turut mendukung suksesnya pencapaian Tujuan 

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) kabupaten Pasuruan Tahun 2024 - 2026. Untuk itu 

dalam rangka melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi yang dimiliki Kecamatan Sukorejo, 

maka disusunlah Renstra Kecamatan Sukorejo sebagai satu bagian yang utuh dari 

manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan. 

Renstra Kecamatan Sukorejo Tahun 2024-2026 dalam penyusunannya 

berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang 

Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa 

Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru dan merupakan 

tindak lanjut dari ditetapkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan 

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Paraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubemur, 

Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang yang mengatur pelaksanaan Pemilu Kepala 

Daerah dilakukan serentak secara nasional pada tahun 2024. 

Renstra Kecamatan Sukorejo 2024-2026 disusun sebagai acuan atau pedoman 

dalam menyusun Renja Tahunan Kecamatan Sukorejo. Dokumen ini bersifat visioner dan 

memuat perspektif kebijakan pembangunan yang akan dilakukan selama 3 (tiga) tahun dan 

akan saling melengkapi dengan dokumen perencanaan lainnya. 

Bagan alur kedudukan Renstra dapat dilihat pada gambar 1.1. berikut ini : 

RT.RW RPD 

Mempedomi ! 
.-------------, 

j Mengacu 

DOKUMEN 
PERENCANAAN 

LAIN 

RENSTRA I 
KEC.SUKOREJO ----.._ ____ __, 

RKPD 

j RENJA tahun II 



1.2 Landasan Hukum 

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional; 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Nasional Tahun 2005 -2025; 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 

4. Undang-Undang No. 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 203, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6123; 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolahan Keuangan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi 

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323); 

7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan 

Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 

136); 

8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Nasional 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 10); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negerai Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan 

Pengembangan di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara perencanaan, 

pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan 

Daerah dan Rencana Pembangunan J angka Menengah Daerah, Serta tata cara Perubahan 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,Rencana Pembangunan jangka Menengah 

Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; 

11 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem lnformasi 

Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019Nomor 1114); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi 

dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

1781); 

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, 

Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencananaan 

Pembangunan Daerah; 



15. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen · 

Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah 

Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baro; 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencaa 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pasuruan 2005-2025; 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Tata 

Ruang Wilayah Tahun 2009-2029; 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan RPJMD 

Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023; 

19. Peraturan Bupati Kabupaten Pasuruan Nomor ..... .... Tahun .... tentang Rencana 

Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 - 2026; 

20. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor. 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Sususnan 

Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tatakerja Kecamatan di Kabupaten Pasuruan; 

1.3. Maksud Dan Tujuan 

Maksud penyusunan Renstra Kecamatan Sukorejo adalah memberikan arah 

penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan untuk jangka waktu Tiga 

tahun mendatang yang mana penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 

Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026. 

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Sukorejo adalah sebagai berikut: 

1. Rencana Strategis Kecamatan Sukorejo disusun untuk menjamin keterkaitan dan 

konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan 

pembangunan daerah. 

2. Rencana Strategis Kecamatan Sukorejo disusun sebagai tindak lanjut dari penyusunan 

RPD Kabupaten Pasuruan. 

3. Sebagai pedoman penyusunan rencana kerja tahunan selama periode 2024 - 2026. 

1.4.Sistematika Penulisan 

BABI PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

1.2 Landasan Hukum 

1.3 Maksud dan Tujuan 

1. 4 Sistematika Penulisan 

BABil GAMBARANPELAYANANKECAMATANSUKOREJO 

2.1 Tugas, Fungsi, Dan Struktur Organisasi Kecamatan Sukorejo 

2.2 Sumber Daya Kecamatan Sukorejo 

2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Sukorejo 

2.4 Kelompok Sasaran Layanan 



BAB ill PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS 

3 .1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 

3.2 Penentuan Isu - Isu Strategis 

BAB IV TUJlJAN DAN SASARAN 

BABV 

BAB VI 

4.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 

4.2 Cascading 

STRATEGI DAN ARAB KEBIJAKAN 

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA 

PENDANAAN 

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 

BAB VIII : PENUTUP 



BAB II 

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN SUKOREJO 

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR KECAMATAN SUKOREJO 

Pemerintahan Kecamatan Sukorejo clalam rangka meningkatkan kelancaran 

penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan , maka Pemerintah 

merumuskan kebijaksanaan baik melalui peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan nomor 16 

tahun 2016 tentang organisasi clan tata kerja kecamatan, maupun dalam Peraturan Bupati 

Nomor. 69 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok clan Fungsi Kecamatan, dimana sebagai 

berikut: 

(l)Kecamatan melaksanakan tugas yang dilimpahkan Bupati untuk melaksanakan sebagian 

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.; 

(2)Untuk melaksanakan tugas,Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai 

fungsi : 

a. perumusan kebijakan Urusan Pemerintahan umum; 

b. pengkoordinasian kegiatan pemberclayaan masyarakat; 

c. pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum; 

d. pengkoordinasian penerapan clan penegakan Percla dan Peraturan Bupati; 

e. pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum; 

f. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh 

perangkat daerah di tingkat kecamatan; 

g. pelaksanaan pembina clan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain 

dan/atau kelurahan; 

h. pelaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak 

dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten yang ada di kecamatan; 

dan 

1. pelaksanaan fungsi- fungsi lain yang diberikan oleh Bupati 

Sekretariat 

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1 ) huruf a,mempunyai tugas 

merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan clan mengenclalikan kegiatan 

penyusunan program dan pelaporan, administrasi umum, kepegawaian clan keuangan. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ), Sekretaris Camat 

mempunyai tugas : 

a. pelaksanaan koordinasi clalam rangka penyusunan program dan pelaporan; 

b. pelaksanaan pembinaan organisasi dan tata laksana; 

c. pelaksanaan dan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, dan keuangan; 

d. pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat dan kearsipan; 



e. pengelolaan aset dan barang milik daerah; 

f. pengkoordinasian penyelenggaraan tugas masing-masing seksi dan perangkat 

kecamatan; dan • 

g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat. 

(1) Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 

ayat ( 1) huruf aangka l ,mempunyai tugas : 

a. menyiapkan bahan penghimpunan, koordinasi dan pengolahan data; 

b. menyiapkan bahanpelaksanaan perencanaan program dan penganggaran; 

c. menyiapkan bahan laporan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program; 

d. menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan keuangan; 

e. menyiapkan bahan pengelolaan aset daerah; 

f. menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan gaji pegawai; 

g. menyiapkan bahan koordinasi penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan; dan 

h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris. 

(2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalamPasal 3 ayat (1) 

huruf angka 2, mempunyai tugas:menyiapkan bahan pengelolaan administrasi umum 

dan kepegawaian; 

a. menyiapkan bahan pengelolaan tata naskah dinas dan tata kearsipan; 

b. menyiapkan bahan pelaksanaan urusan rumah tangga dinas; 

c. menyiapkan bahan pengelolaan perlengkapan dinas; 

d. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan umum dan 

kepegawaian; dan 

e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris. 

Seksi - Seksi 

( 1) Seksi Pemerintahan dan Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat ( 1) huruf 

b angka 1,mempunyai tugas : 

a. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan Urusan Pemerintahan umum; 

b. menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi kegiatan pemerintahan yang 

dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan; 

c. menyiapkan bahan pelaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 

kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten 

yang ada di kecamatan; 

d. menyiapkan bahan pelaksanakan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah 

yang tugas dan fungsinya dibidang penerapan peraturan perundang-undangan, 

penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau kepolisian negara republik 

indonesia; 



e. menyiapkan bahan pelaksanakan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi 

pemerintahan desa dan/atau kelurahan; 

f. menyiapkan bahan pelaksanaan pemberikan bimbingan, superv1s1, fasilitasi , dan 

konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan; 

g. menyiapkan bahan pelaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat 

desa dan/atau lurah; 

h. menyiapkan bahan pelaksanakan pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat 

terkait pelayanan ditingkat kecamatan; 

1. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi terpadu Kecamatan; 

dan 

J. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat. 

(2) Seksi Ketentraman dan Ketertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) hurufb 

angka 2, mempunyai tugas : 

a. menyiapkan bahan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional; 

b. menyiapkan bahan pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, 

ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan 

nasional; 

c. menyiapkan pelaksanaan penanganan konflik sosial sesua1 ketentuan peraturan 

perundang undangan; 

d. menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan Instansi terkait dalam 

penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum diwilayah kecamatan; 

e. menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan pemuka agama yang berada 

diwilayahkerja kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum 

masyarakat diwilayah kecamatan; 

f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat. 

(3) Seksi Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1 ) huruf b angka 

3, mempunyai tugas : 

a. menyiapkan bahan penyusunan program dan pembinaan kesejahteraan sosial, bantuan 

sosial dan pelayanan sosial; 

b. menyiapkan bahan penyusunan program dan pembinaan dalam rangka meningkatkan 

kesehatan masyarakat, keluargan berencana, gizi masyarakat dan pemberantasan 

penyakit menular; 

c. menyiapkan bahan pelaksanaan program pendidikan, kepemudaan, dan olahraga; 

d. menyiapkan bahan penyusunan program dan pembinaan kelestarian lingkungan 

hidup, penghijauan, peningkatan peran serta masyarakat dalam kebersihan; 

e. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan keberadaan kesatuan masyarakat hukum 

adat, nilai ad.at istiadat, lembaga ad.at serta hak tradisionalnya yang hidup dan tumbuh 

dalam masyarat setempat; 



f. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan; 

g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat. 

( 4) Seksi Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat ( 1) huruf b 

angka 4 ,mempunyai tugas : 

a. menyiapkan pelaksanaan kegiatan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam 

perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dalam forum musyawarah 

perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan; 

b. menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap keseluruhan unit 

kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan 

pemberdayaan masyarakat diwilayah kerja kecamatan; 

c. menyiapkan bahan koordinasi terhadap kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat 

diwilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta; 

d. menyiapkan bahan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi 

vertikal serta bidang swasta yang tugas dan fungsinya dibidang pemeliharaan 

prasarana dan sarana pelayanan umum; 

e. menyiapkan bahan penyusunan program pembinaan kesejahteraan keluarga tingkat 

kecamatan; 

f. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan pembinaan kepemudaan; 

g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat. 
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Untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai SKPD pemerintahan Kabupaten 

Pasuruan, Kecamatan Sukorejo tidak lepas dari dukungan sumber daya Kecamatan 

Sukorejo yang bisa menentukan baik buruknya kinerja dan program kegiatan yang 

dilaksanakan. Sumber Daya di Kecamatan Sukorejo meliputi Sumber daya Manusia 

(Kepegawaian), Sarana dan Prasarana (Perlengkapan). 

a. Sumber Daya Manuasia 

Karyawan/ Karyawati Kecamatan Sukorejo berjumlah 30 Orang Pegawai 

yang terdiri dari 21 (Dua Puluh Satu) orang Laki-Laki dan 9 (Sembilan) orang 

perempuan, yang mana di jelaskan pada tabel-tabel berikut ini: 

1. ASN Kecamatan Sukorejo berdasarkanjabatan, unit kerja dan IPASN 



DATA ASN KECAMATAN SUKOREJO 

Nilai 
No Nama NIP Jabatan IP 

ASN 
I. YUDIANTO, SH, MM 1%90712 198903 1 004 Camat 80 

2. ISTIBSY AROH, S.Sos 19771117 200901 2 001 Sekretaris Kecamatan 45 

3. KIMAN, S.Pd, M.Pd 19651108 198602 1 005 Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial 65 

4. SU'UD 19651023 198803 1 013 Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat 40 

5. SISWOYO,SE 19860717 201001 l 013 Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan 55 

6 . FITRI RAIIA YUNINGTYAS, Amd.Kep 19830713 200604 2 023 Kasubag Umurn dan Kepegawaian 40 

7. RJZADARMAWAN, S.Sos 19810316 200901 l 007 Kasubag Penyusunan Program dan Keuangan 45 

8. KHARISMA WICAKSI, S.Sos, MM - 19821107 200902 1 004 Staf 68,5 

9. MUJIB 19650423 2007 01 1 011 Staf 35 

10. W ARNO PUJIONO 19770306 200701 1 012 Staf 35 

11. KASTO 19691012 200906 I 004 Staf 35 

12. HURROTUL AINI 19770608 2008012023 Staf 35 

13. ABDUL KHOLIQ 19740805 201001 1 004 Staf 31 

Rata-rata IPASN 46,88 
~ 

Sumber: IPASN 

2. ASN Menurut Tingkat Golongan/ Kepangkatan 

Jenis Kelamin 

No Pangkat/ Gol Jumlah 
Laki-Laki Perempuan 

1 IV 2 - 2 

2 III 4 2 6 

3 II 3 1 4 

4 I 1 - 1 

3. ASN Menurut Jenjang Pendidikan sebagai berikut: 

J enis Kelamin 
No Tingkat Pendidikan Jumlah 

Laki-Laki Perempuan 

1 Pasca Sarjana (S2) 3 - 3 

2 Strata satu (Sl) 2 1 3 

3 Diploma III 1 - 1 

4 Diploma II - - -

5 Diploma I 1 - -
6 Sekolah Menengah Atas (SMA) 3 1 4 

7 Sekolah Menengah Pertama (SMP) 1 - 2 

8 Sekolah Dasar (SD) - - -



4. Pegawai Tidak Tetap (PTT) Kecamatan Sukorejo berjumlah 2 (dua) orang. 

Jenis Kelamin 
No Tingkat Pendidikan Jumlah 

Laki-Laki Perempuan 

1 Strata satu (SI) - - -

2 Sekolah Menengah Atas (SMA) 2 - 2 

5. Tenaga Harian Lepas (THL) 

Jenis Kelamin 
No Tingkat Pendidikan Jumlah 

Laki-Laki Perempuan 

1 Strata satu (SI) - 4 4 

2 Diploma III - - -

3 Sekolah Menengah Atas (SMA) 8 2 10 

4 Sekolah Menengah Pertama (SMP) 1 - 1 

5 Sekolah Dasar (SD) - - -

b. Sarana dan Prasarana 

Untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, 

pembinaan kemasyarakat dan pelayanan kepada masyarakat, maka perlengkapan dan 

barang inventaris yang ada di Kecamatan Sukorejo meliputi : 

1. Kecamatan Sukorejo 

No NamaBarang Jumlah Kondisi 

1 Rumah Dinas 1 Unit Baik 

2 Toyota avanza 1 Unit Baik 

3 Isuzu Panther 1 Unit Baik 

4 Sepeda Motor Yamaha N-Max 1 Unit Baik 

5 Sepeda Motor Yamaha Byson 1 Unit Baik 

6 Sepeda Motor Honda Mega Pro 1 Unit Baik 

7 Sepeda Motor Honda Win 1 Unit Baik 

8 Sepeda Motor Suzuki RC 3 Unit Baik 

9 Sepeda Motor GI Max lUnit Baik 

10 Meja Rapat 20 Unit Baik 

11 Meja Pelayanan 1 Unit Baik 

12 Meja Kerja 20 Unit Baik 

13 Kursi Kerja Eselon 8 Unit Baik 

14 Kursi Kerja Staf 10 Unit Baik 



15 Meja Rapat Bundar 1 Unit Baik 

16 Kursi Tamu 2 Set Baik 

17 Sofa 1 Set Baik 

18 Tempat tidur 1 Set Baik 

19 Almari Kayu 8 Unit Baik 

20 Almari Besi 4 Unit Baik 

21 Cabinet 6 Unit Baik 

22 Papan monografi 4 set Baik 

23 Kursi Plastik 100 unit Baik 

24 Kursi Besi 200 Unit Baik 

25 Laptop 4 Unit Baik 

26 Komputer PC 8 Unit Baik 

28 Printer 8 Unit Baik 

29 Pemadam kebakaran 2 Unit Baik 

30 Proyektor 1 Unit 

31 Podium 1 Unit 

32 Meja Pimpinan Rapat 1 Unit 

33 Radio Orari 1 Unit 

34 Kipas angin 6 Unit 

35 HT 7 Unit 

36 AC Portable 2 Unit 

37 AC Standing 1 Unit 

38 Soundsystem 1 Set 

39 Meja Makan 1 Set 

40 Brangkas 2 Unit 

41 Meja Makan 1 Set 

42 Kompor Gas 1 Unit 

c. Somber Daya Alam 

Kecamatan Sukorejo di Kabupaten Pasuruan berbatasan dengan Kecamatan 

Prigen, Kecamatan Pandaan, Kecamatan Wonorejo,dan Kecamatan Rembang terbentang 

pada 7,30'- 8,30' Lintang Selatan dan 112030' - 113030' Bujur Timur. Wilayahnya 

merupakan dataran rendah hingga dataran tinggi dengan ketinggian mulai O m dpl hingga 

lebih dari 1000 m dpl (diatas permukaan laut) dengan kondisi pennukaan tanah yang agak 

miring ke Timur dan Utara antara 0-3%. 



Batas Daerah: di sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Pandaan, di sebelah 

Timur berbatasan dengan wilayah Kecamatan Rembang dan di sebelah Barat dengan 

Kecamatan Prigen, sedangkan di sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan 

Purwosari. 

Wilayah Kecamatan Sukorejo memiliki 19 Desa, yang terbagi habis menjadi 72 

Dusun, 167 Rukun Warga (RW), dan sebanyak 491 Rukun Tetangga (RT), dengan luas 

wilayah sebesar 58,18 km persegi. 

Karena Lokasi Kecamatan Sukorejo terletak dalam Kabupaten Pasuruan berada di 

sekitar garis khatulistiwa, maka seperti daerah yang lain Kabupaten Pasuruan mempunyai 

perubahan iklim sebanyak 2 jenis setiap tahunnya, yaitu musim kemarau dan musim 

penghujan. Bulan Oktober sampai April merupakan musim penghujan, sedangkan bulan 

Mei sampai September merupakan musim kemarau. 

Sebagai Daerah berpotensi besar kaya akan potensi wilayah yang perlu 

dilestarikan dan dikembangkan, seperti peninggalan sejarah tempat pemandian yang 

berupa kolam dan sumber air yang sampai sekarang dimanfaatkan oleh warga sekitar 

yang berada di Dusun Telebuk Desa Lemahbang Kecamatan Sukorejo tetapi sampai saat 

ini belum terpelihara dengan baik. 

Wilayah Kecamatan Sukorejo merupakan wilayah yang memiliki sumberdaya 

alam, hutan, ekosistem yang menunjang keberlangsungan makhluk hidup utamanya 

manusia sehingga perlu adanya pelestarian alam, reboisasi, pelestarian sumber air, 

mempertahankan fungsi lahan konservasi, pengendalian perkembangan permukiman pada 

lahan hijau dan analisis dampak lingkungan. 

2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Sukorejo 

Memperhatikan aturan yang ada, betapa besar dan kompleksnya tugas dan fungsi 

kecamatan yang harus dijalankan, disamping harus memfasilitasi tugas dari OPD yang lain 

juga harus memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Desa. Namun hal ini belum 

didukung dengan Sumber Daya Manusia yang proporsional, sarana prasarana, sumber 

anggaran yang dikelola, sehingga disadari pelaksanaan tugas dan kinerjanya selama ini 

belum maksimal. 

Kinerja Kantor Kecamatan Sukorejo tercermin dalam pencapaian sasaran -sasaran 

yang sudah dilaksanakan melalui berbagai program, kegiatatan dan Sub Kegiatan selama 5 

tahun adalah sebagai berikut: 

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan; 

2. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Pemerintah 

Desa/Kelurahan; 

3. Meningkatnya Ketentraman dan Stabilitas Masyarakat Kecamatan; 

4. Meningkatnya kualitas SAKIP Perangkat Daerah. 



Adapun Pencapaian target kinerja Kecamatan Sukorejo berdasarkan 

Renstra 2018-2023 tampak dalam tabel T.C-23 berikut 1m 



tabel T.C-23 

lndikator Kinerja sesuai Target Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-

No Tugas dan Fungsi Perangkat Target lndikator 

Daerah Lainnya 

2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) 

lndeks kepuasan 
87,00 89,00 88,03 89,44 101,2% 100,5% 

1 _ Masyarakat (IKM) ____ ______ ___ 
---- - - -- -- --- -- -- ------ ------- -- ------- ---- ------- .. - ---------- ------- -- - ----- -- --- -------- --

___ _ ., _____ ---------- -- -------- .., ____ ____ _ 
---- ---- --- - -- ---------- .. - --- --- ---- -- ------ ~ ---- ----- ---------

2 Nilai SAKIP Kecamatan 64,00 69,00 72,00 78,00 79,00 68,14 70,74 75,99 78,73 79,86 106,5% 102,5% 105,5% 100,9% 100% 
------ -- ----- -- ----- --- ------------- --- ---- ---- ---- - ------ -- ----- --- -- -- -- -------- ---- - ------- --- -- ----- --- ------ ---- ----- ---- - ----- ----- ------- --- ---- ------ ---- -- ---- --------- --- ---- ---------- ---- ----- --- --- ----- --- ----- ---- -- ---

Persentase Jen is Pelayanan 
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100,0% 100,0% 100% 

3 _ yang Berkualitas ____ ____ __ _____ -- •------- - --------- ---- -- ---- ----- ------- ---- ---------- -- ------ -- -- -------- ~----- ---- ---- ------ -- -- ---- -- -- -- ----- - ---- --- --- ------ ------ _____ ___ ____ ,. _ --- --------- --- -- --- --- _,. ___ ____ __ ___ 

Persentase Desa/Kelurahan 
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100,0% 100,0% 100% 

4 _ yang telah_dibina ______________ 
------ -- -- ------- ------ --- - --- ----- ----- ------ ----- - ------- --- -- ---- ---- ____ ,. _____ --------- - __ __ ,, _____ ---- ---- -- ---- ---- -- ------- --- ---------- -- ----- ------- -- ---------- -- -- ---- ----- ---- --- -------

Persentase Konflik yang 
tertangani diwilayah 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100,0% 100,0% 100% 

5 Kecamatan 



Berdasarkan tabel diatas maka dapat kami uraikan bahwa capain Kinerja Kecamatan 

Sukorejo tedapat perubahan yang mana pada tahun 2018-2020 terdapat 2 (dua) indikator sasaran 

yaitu Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintahan (SAK.IP) telah di review pada tahun 2021 menjadi 4 (empat) indikator sasaran 

yaitu: 

1. Persentase Jenis Pelayanan yang berkualitas, untuk indikator ini menggunakan rumus 

perhitungan: Jumlah]enis Pelayananyang dilayani _____ ..:...._ _ __:_ ___ ..:...__~---=--_.;_------x 100% 
Jumlah]enis Pelayanan berdasarkan Standar Pelayanan Kecamatan 

Dari dasar perhitungan tersebut dapat dilihat untuk indikator Persentase jenis pelayanan 

yang berkualitas dari tahun 2021-2022 yaitu dengan nilai 100. 

2. Persentase Desa yang telah dibina, untuk indikator ini menggunkan rumus perhitungan: 

Jumlah Desa dan Kelurahan yang tel~h dibina X lOO% 
Jumlah Desa dan Kelurahan yang ada di Kecamatan 

Dari dasar perhitungan dapat dilihat untuk indikator Persentase Desa yang telah dibina 

pada tahun 2021-2022 yaitu sebesar 100%. 

3. Persentase Konflik yang tetangani diwilayah Kecamatan, menggunakan rumus 

perhitungan: Jumlah Laporan Kejadianyan9 tertan9ani 
---------------- X 100% 

Jumlah Laporan Kejadian 

Untuk indikator Persentase Konflik yang tertangani di wilayah Kecamatan selalu 

terlaksananya dengan baik. 

4. Nilai Sakip Kecamatan, indikator ini dapat dinilai dari hasil evaluasi Sakip Perangkat 

Daerah oleh Inspektorat, yang mana dari tahun ke tahun selalu meningkat. 

Dari hasil pengukuran kinerja sesuai mekanisme perhitungan pencapaian kinerja yang 

diperoleh melalui pengukuran kinerja diatas dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan 

pencapaian sasaran pada tahun yang bersangkutan. Pengukuran kinerja yang dilakukan 

mencakup: 

1. Kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing kelompok 

indikator kegiatan; 

2. Tingkat pencapaian sasaran merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator 

sasaran yang telah ditetapkan, sebagaimana telah dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan 

(RKT), dimana tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja 

kegiatan. 

Pengukuran kinerja dilakukan bertujuan adalah agar diketahui pencapaian realisasi, 

kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan 

dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, 



dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis. Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga 

digunakan pembandingan-pembandingan antara lain : 

1. Realisasi Kinerja dengan Target kinerja yang direncanakan; 

2. Realisasi Tahun bersangkutan dengan realiasi kinerja tahun-tahun sebelumnya; 

3. Untuk mengetahui Perbandingan Tingkat Capaian Realisasi Kinerja Kecamatan Sukorejo 

dengan Kecamatan lain se - wilayah Kabupaten Pasuruan; 

4. Untuk Mengetahui Perbandingan Realisasi Kinerja dengan dengan standar nasional. 

Sedangkan untuk Anggaran dan Realisasi Pendanaan Kecamatan Sukorejo dapat di Lihat 

Pada Tabel T.C-2.4 sebagai berikut: 



PELAYANAN 
ADMINISTRASI 
PERKANTORAN 

Penyediaan 
Jasa 
Komunikasi, 
Sumber Daya 
Air dan Listrik 

Penyediaan 
Jasa Peralatan 
dan 
Perlengkapan 

47.220.000 -- -------- ----

------ -- --------- -~~0!<_>( _____ __ ____________________ .?:~,~----
Penyediaan 
Jasa 
Administrasl 

_ Keuangan _______________________ _ 

Penyediaan 
Jasa Kebersihan 
Kantor 

Penyediaan 
AlatTulis 
Kantor 

Penyediaan 
Bara ng Ceta ka n 
dan 

_Penggandaan __ _ 

Penyediaan 
Komponen 
Listrik/peneran 
gan bangunan 
kantor 

Penyediaan 
Peralatan dan 
Perlengkapan 

36.240.000 ------------- -

36.000.000 -- ----------- -

30.000.000 

29.898.900 --------------

14.483.000 

---- --------- --- - -~~0!<.''. __________ -- ----- ------- -- - _}._7:~?_1,~-- -
Penyediaan 
bahan bacaan 
& peraturan 
perundang-

undangan 4.600.000 

Tabel T.C-2.4 

36.000.000 --------------

23.047.500 

29.6S7.000 14.988.000 

13.532.000 14.726.900 



Penyediaan 
Makanan dan 
Minuman 

Ra pat-Ra pat 
Koordinasi dan 
Konsultasi Ke 

_ Luar Daerah _____________ __ ______ _ 

Penyediaan 
Jase 

55.585.000 48.764.800 

150.000.000 70.869.148 --------- -- ---

Perkantoran 275.700.000 359.400.000 

PROGRAM 
PENINGKATAN 
SARANA DAN 
PRASARANA 

Pemyediaan 
_pakaian kerja ____ ______ __ _______ _ _ 

Pengadaan 
Pera Iatan 
Gedung Kantor 

6.300.000 

APARATUR 49.071.100 48.000.000 

Pengadaan 
_Mf!belair ____ _____ _______ __ __ ____ _ 

Pemeliharaan 
Rutin/berkala 
rumah dinas 

Pemeliharaan 
Rutin/berka la 
Gedung Kantor 

Pemeliharaan 
Rutin/berkala 
Kenda raan 
Dinas/Operasio 

40.000.000 ------ -- ---- --

200.000.000 ------ ------- · 

134.000.000 156,000.000 -- ------- -- --- -------- -------

nal 111.505.000 138.835.000 --- ----- ------ --- --- ---- --- --- -------- ---- ------- -- -- ------ ------ -- --- ----- ---- -
Pemeliharaan 
Rutin/berkala 
Mebela ir 

Pemellharaan 
Rutin/berkala 
Pera Iatan 

------ ----- --- -- - -~~~!Cl( __ ______ _ -- ------- ---- ---- .?,~,~-- --
PROGRAM Pengadaan 
PENINGKATAN Pakaian Dinas 
DISIPLIN 
APARATUR 

Beserta 
Perlengkapann 

_nya ___ ________ _______ ____ _______ _ 

Pengadaan 
Pakaian khusus 
hari-hari 

8.000.000 

tertentu 6.200.000 

5.000.000 

7.420.000 

-- ---- ----------- --- ----- -- -- ---- ----- -- --- -- ---- - -- -- ---- ---- -- ------- ------ --
PROGRAM Pendidikan dan 
PENINGKATAN 
KAPASITAS 
SUMBERDAYA 

pelati han 
formal 

-~."!'.~~:~~ ----- - -- -- ------ --------- --- ---- -- ------ J?99:~---- _____ __ ___ ____ _ t~:,rt::,,~~,;~•-·"' ·- ;!h. i 

55.390.000 48.736.000 100% 100% 

149.932.516 

357.000.000 97% 99% 

5.250.000 83% 

40.020.000 46.310.000 82% 96% 

199.269.407 

126. 780.000 155.316.228 ---------------

136.144.650 94% 98% 

4.890.000 98% 

7.420.000 -- ----- ---- ---



APARATUR 

PROGRAM 
PENINGKATAN 
PENGEMBANG 
AN SISTEM 
PELAPORAN 
CAPAIAN 
KINERJA DAN 

_KEUANGAN ____ _ 

Forum 
perencanaan 
pembangunan 
t ingkat 
kecamatan 

Penyusunan 
laporan capaian 
kinerja dan 
laporan 

_ keuangan _____ _ 

PROGRAM Koordinasi 
KOORDINASI penyelengsaraa 
PENYELENGGAR n ketentraman 
AAN dan ketertlban 
KETENTRAMAN 
DAN 
KETERTIBAN 

kecamatan 

-~-fl!l~iyl___ ____ ___ -----------------

PROGRAM 
PENYELENGGAR 
AAN 
PEMERINTAHA 
NDAN 
PELAYANAN 
KECAMATAN 

Fai litasi 
Penegakan 

_ Perda ___ ___ ___________ __ ______ __ _ 

Koordinasi dan 
pembinaan 
penyelenggaraa 
n pemerintahan 
desa/kelurahan 

Fasilltasi & 
koordinasi 
pemerintahan 
t ingkat 
kecamatan 

Penyusunan 
laporan capalan 
kinerja dan 
laporan 

_keuangan ___ __ _ 
Peningkatan 
Sumber Daya 
Aparatur 
Kecamatan 

17.005.000 ----- ---- --- -- -------- --- ---- ---- ---- - -- -- - • _ 16.905.000 ---
99% 

2.251.000 -------- -- --- - •--· .r-•----- --------- •------- _ 1.278.300 ___ _ 

20.147.300 2.515.000 943.200 2.478.000 .. ... ,. . ...., .... ..:,.,. ... . .. - ----- ---------- ------ ----- --- 5% 99% 

87.908.000 12.645.000 --------- --- -- -- --- ---------- 65.446.000 
.... .. ..r. .. ..._~ ..... .... .... ff - -- -- - -------- -

10.145.000 ---- ---- ------ 74% 80% 

12S. 740.000 __ _______ ____ ,. 10.125.000 -------- -- --- -- 115.378.500 
... ,.,., .......... "!..,,. ... .. , ---- -- - --------

_ 10.125.000 __ 92% 100% 

2.251.000 660.000 
-- - • • - -~--- C'- • _ 1,278,300 ---- 660.000 57% 100% 

15.000.000 91% 



PROGRAM 
KOORDINASI 
PENYELENGGAR 
AAN 
PEMERINTAHA 

N 
DESNKELURAH 
AN 

PROGRAM 
PENUNJANG 
URUSAN 
PEMERINTAHA 
N DAERAH 
KABUPATEN/K 
OTA ------------- ----

Forum 
perencanaan 
pembangunan 
t ingkat 
kecamatan 

Koordinasi 
pemberdayaan 
masyarakat 

Fasilitasi 
kegiatan sosial 
masyarakat 

Perencanaan, 
Penganggaran, 
dan Evaluasi 
Kinerja 
Perangkat 
Daerah 

------ -------- --
Administrasi 

Keuangan 
Perangkat 
Daera h 

Administrasl 
Kepegawaian 
Perangkat 
Daerah 

Administrasi 
umum 
Perangkat 
Daerah 

17.005.000 20.415.000 .905.000 -- --------------- --- --- -------- --------- --- --- ------------

Koordinasi dan 
Penyusunan 
Laporan 
Capaian Kinerja 
dan lkhtlsa r 
Rea lisasi Kinerja 
SKPD ------ -----------
Penyediaan Gaji 

dan Tunjangan 
ASN 

Penyediaan 
Administrasi 
Pelaksanaan 
Tugas ASN 

Pelaksanaan 
Penatausahaan 
dan 
Pengujian/Verif 
ikasi Keuangan 
SKPD 

Pendidikan dan 
Pelatihan 
Pegawai 
Berdasarkan 

Tugas dan 
_ Fungsi _________ _ 

Penyediaan 
Komponen 
lnstalasi 
Listrik/Peneran 

gan Bangunan 
Kantor 

_ 77.660.000 .. 

148.080,000 

18.425.000 ----------- ----

32.450.000 

1.924.232,050 2.175.632.398 1.745.340.235 

379.950.000 353,337.744 351,360.000 

37.020.000 40,180.000 ---------- ----- -- -------- -------

3.620.100 2.751.000 ----- ---- ------ -- ---· ----- ----- ------ ------------- -

20.415.000 

17.650.000 --------------

32.147.500 

420.000 

1.842.847.829 1.979.902.800 

_ _ 376.100.000 ____ 350,838,912 __ _ 

37,020.000 40,060.000 ------ --- ----- --------------- ---

3.620.100 2.751.000 

100 #DIV/ ##### 
% 01 # 

99% 

100 
% 100% --- -------- ---- -

100 

#DIV/ 
01 

0% 

0% 

0% 

##### 
# 

0% 



Penyediaan 
Peralatan dan 
Perlengkapan 
Kantor 

Penyediaan 
Bahan Logistik 
Kantor 

-- ---- -- ------- -- .- · .;ik ~ .. ~ -- . • ,. ....... ..,__ •• ..,..., ••• ..._. 

Penyediaan 
barang cetakan 

dan 
penggandaan 

Penyediaan 
Bahan Bacaan 
dan Peraturan 
Perundang-

5.610.308 1.002.010 ------- -- --------

21.468.364 20.137.000 

6.150.460 9.417.800 

3.529.000 5.234.026 1.002.010 ----------------- --- ------------

21.333.360 20.648.700 20.137.000 

7.494.400 5.590.410 7.529.400 

-- - ------- --- -··· •••------------ - --~~~~~~~~-- -•••- -•- •'•••••-s• • •-- ----••••---• • ---••••••••••• •• •••••-•--• ••••• •• --•;!~•~•~ • O•o,-o<••-• ••• ••• •~-- • - •••v 

------ -- ---------

Pengadaan 
Barang Millk 
Daerah 
Penunjang 
Urusan 
Pemerintah 
Daerah -------- ---- ----- ----------------
Penyediaan 
Jase Penunjang 
Urusan 
Pemerintaha n 
Daerah 

Fasilitasl 
Kunjungan 

Tamu 
Penyelenggaraa 

n Rapat 
Koordinasi dan 
Konsultasi 5KPD 

Pengadaan 
5arana dan 
Prasarana 
Gedung Kantor 
atau Bangunan 

Lainnya 

Penyediaan 
Jasa 
Komunlkasi, 
5umber Daya 
Air dan Listrik 

3. 720.800 1.591.000 ----- ------ -------- -------------

• _ •• _ •••• • ~ ••. 25.455.000 ........ 75.359.677 • 

18.389.700 20.929.000 27.907.000 ---- -- --- -------- ------- -- ----- - --- ------------- ~----- .. ·~---- ..,..; .. .,. .-. .. ..,.,._ ...... ;,,,:-,- 18.331.000 20.901.300 

51.064.608 72.730.860 74.955.840 45.235.048 61.983.095 ------------.- ------ --------- ---- ----- -- ------ --------------- ----- ------- ---- ------- -------- --- ----- -- -------
Penyediaan 
Jasa Peralatan 
dan 
Perlengkapan 

• Kantor -----·-·· ----·-·-~- ·-·--·-·-· --
3.528.000 3.600.000 3.500.000 ---------------- -..-----~---~------ ·· · -·•··- ··-·- . 3.260.000 ____ _______ 3.125.100 . 

93% 100% ----------------

96% 100% 

91% 80% 

#### #DIV/ 

## 01 --------- -- -----
100 

% 100% ---------- ----- -

81% 

100 
% 

89% 

92% 

99% 

100% 

85% 

87% 

0% 

0% 

0% 

0% 

0% 

0% 

0% 

0% 



PROGRAM 
PENYELENGGAR 
AAN 
PEMERINTAHA 
NDAN 
PELAYANAN 

PUBLIK 

Pemeliharaan 
Barang M ilik 
Daerah 
Penunja ng 
Urusan 
Pernerintahan 
Da,,rah 

Koordinasi 
Penyelenggaraa 
n Kegiatan 
Pemerintahan 
di Tlngkat 
Kecamatan 

PROGRAM Koordinasi 
PEMBERDAYAA Kegiatan 
N MASYARAKAT Pemberdayaan 

DESA DAN De5a 
KELURAHAN 

Penyediaan 
Jasa 
Pemelih,1raan, 

Biaya 
Pemeliharaan 
dan Pajak 
Kendaraan 
Perorangan 
Dinas atau 
Kendaraan 
Dinas Ja ~atan 

Pemelih,1raan/R 
ehabilit asi 
Gedung Kantor 
dan Ban1Junan 
Lainnya 

Pemelih,iraan/R 

ehabilit asi 
Sarana dan 
Prasarana 
Gedung Kantor 
atau Bangunan 
La innya 

Koordinasi/Sine 
rgi 
Perenca ,aan 

dan 
Pelaksanaan 
Kegiatar , 
Pemerintahan 
dengan 
Pera ngk,i t 

Daerah dan 
lnstansi Vertlkal 
Terkait 

Peningkatan 
Efektifitas 
Kegiatan 
Pemerintahan 

di Tingkat 
Kecamat an 

Peningkatan 
Efektifit.1s 
Kegiata r, 
Pemberdayaan 
Masyara kat di 
Wilayah 

137 .205.100 99.101.100 106.032.100 

169.820.000 45.166.400 

7.699.600 6.046.400 7.039.800 

17.650.000 21.750.000 37,072.000 

11.550.000 9.573.000 6.414.000 

12.150.000 46,230.000 

85,205.558 95.546.610 96% 0% 

#DIV/ 

167.574.000 99% 0 1 0% --- --- ---- ------- -------- -------

6.740.000 5.394.000 0% 

17.275.000 21.666.120 0% -- ------ ---- ---------- ---- --- ---

97% 92% 0% 

5.925.000 12.043.120 99% 99% 0% ---------- ----- ---- --- -------- --



PROGRAM 
KOORDINASI 
KETENTRAMAN 
DAN 
KETERTIBAN 
UMUM 

Koordinasi 
Upaya 
Penyelenggaraa 
n 
Ketenteraman 
dan Ketertiban 
Umum 

Sinergit .is 
dengan 
Kepolisian 
Negara 
Republik 
Indonesia, 
Tentara 
Nasiona 
Indonesia dan 
lnstansi Vertikal 
di Wilayah 
Kecamatan 21.000.000 3.600.000 4.500.000 --------- ------ -- ------- ----- -- -- -- ------------- -- ---- -- ----- --· ····· · ···· --. --- ------- -- -- ---- -- --- ---------- -- --------- ---- --· 

1 

Harmon·sasi 
Hubungan 
Dengan Tokoh 
Agama dan 
Tokoh 

_ Masyarakat ____ _ 12.150.000 5.400.000 9.000.000 ------- ------ ---- ------- --- --- --

20.400.000 3.545.920 97% 98% 0% 

10.650.000 5.326.960 88% 99% 0% 



2.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Kecamatan Sukorejo 

Kelompok sasaran layanan dari kegiatan yang dikelola oleh Kecamatan Sukorejo 

adalah meliputi Masyarakat yang ada di wilayah Kecamatan Sukorejo, internal dan 

ekstemal Kecamatan, elemen masyarakat yang terlibat dan berkepentingan terhadap 

perencanaan Musrenbang Kelurahan, Desa dan Kecamatan. yang salah satu poin 

pentingnya adalah menumbuhkan partisipasi masyarakat dan transparansi dalam proses 

Musrenbang, maka peningkatan dan komitmen terhadap sistem dan prosedur Musrenbang 

juga sangat diperhatikan dalam Renstra Kecamatan Sukorejo tahun 2024-2026. 

Adapun Standart Pelayanan ( Jenis Pelayanan Paten) yang ada pada Kecamatan 

Sukorejo Kabupaten Pasuruan meliputi : 

1. Pelayanan Rekomendasi Permohonan Ijin Hajatan; 

2. Perekaman E-KTP; 

3. Pelayanan Rekomendasi Permohonan Ijin Keramaian; 

4. Rekomendasi Permohonan IMB; 

5. Pelayanan Rekomendasi Surat Persyaratan TNI/Polri; 

6. Pelayanan Surat Keterangan Ahli Waris; 

7. Pelayanan Rekomendasi Ijin Hajatan; 

8. Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2); 

9. Rekomendasi Pengantar Perubahan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang; 

10. Pelayanan Rekomendasi Pemakaian Jalan Kabupaten; 

11 . Rekomendasi Ijin Lokasi; 

12. Layanan Data dan Informasi; 

13. Layanan Konsultasi; 

14. Rekomendasi Berkas Pencairan Anggaran Dana Desa; 

15. Rekomendasi Proposal Bantuan sosial/ Agama; 

16. Layanan Konsultasi; 

17. Layanan Sosialisasi; 

18. Layanan Data dan Informasi; 

19. Layanan Pengaduan. 



BABID 

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN SUKOREJO 

3.1. Permasalahan Pelayanan Kecamatan Sukorejo 

Sebagai salah satu perangkat daerah yang berada paling bawah langsung 

berhubungan dengan desa/masyarakat, kecamatan merupakan tangan panjang dari 

pemerintah kabupaten. Sehingga segala hal/bidang/sektor akan melibatkan pihak 

kecamatan. Berbagai kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan 

kemasyarakatan bahkan pelayanan administrasi maupun pelayanan kependudukan harus 

dilaksanakan oleh kecamatan. Meskipun di tingkat kecamatan telah ada Unit Pelaksana 

Teknis Dinas/Badan tapi pelaksanaannya tidak dapat berdiri sendiri harus senantiasa 

koordinasi dengan pihak kecamatan. 

Mengenai kewenangan, tugas pokok dan fungsi, kondisi SDM aparatur dan sarana 

prasana telah diuraikan pada bab sebelumnya. Selain memfasilitasi dan mengkoordinasikan 

berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD lain yang melaksanakan kegiatan di 

wilayah Kecamatan Suk:orejo, juga pelayanan administrasi dan kependudukan masyarakat. 

Dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi serta Tugas Pelayanan Masyarakat 

terdapat beberapa faktor yang menghambat antara lain: 

1. Kurangnya SDM yang Memadai pada Kantor Kecamatan Sukorejo; 

2. Ketidak seimbangan antara Kompetensi, Kinerja, dan Kedisiplinan Sumber Daya 

Aparatur; 

3. Kurang Pahamnya ASN (Sumber Daya Aparatur) akan Tupoksi yang diemban. 

Sedangkan Faktor pendorongnya adalah meningkatnya perkembangan teknologi saat ini 

yang menduk:ung kinerja pemerintah daerah dan komitmen Pimpinan selaku pembuat dan 

pengambil keputusan dalam menjalankan Standart Operasional Prosedur (SOP) dan Tata 

Kerja yang ada. 

3.2. Isu-Isu Strategis 

NO 

TABEL 
Permasalahan Berdasarkan Tugas 

dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah 

ISU AKTUAL ISU - ISU STRA TEGIS 

1. Penyelenggaraan pemerintahan yang 1. Lemahnya integritas dan profesionalitas 

belum optimal aparatur 

2. Kurangnya koordinasi, integrasi dan 



NO 

2. 

ISU AKTUAL ISU - ISU STRA TEGIS 

sinkronisasi dalam melaksanakan tugas dan 

fungsinya 

3. Kurang aktifnya lembaga kemasyarakatan 

yang telah dibentuk 

4. Keterbatasan kewenangan dan anggaran yang 

limpahkan/ diberikan 

Pelayanan non perizinan yang belum 1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat 

optimal 

Perencanaan Anggaran yang disesuaikan 

dengan kebutuhan masyarakat kadang-

dalam mengurus perizinan dan non perizinan 

2. Penyelenggaraan Pelayanan yang tidak efektif 

3. Minimnya Pemanfaatan Teknologi Informasi 

dalam Penyelenggaraan Pelayanan 

4. Belum terwujud kesadaran masyarakat 

terhadap ketentuan Peraturan Perundang

undangan 

ketidak sesuaian antara kebijakan yang ada di 

pemerintah daerah dengan kebijakan pemerintah 

kadang berubah dengan adanya aturan pusat pada saat tahun berjalan 

pusat 

3. Data yang diberikan ke Kecamatan Sumber data yang belum valid karena diperoleh 

seringkali tidak akurat sehingga dari berbagai sumber yang berbeda 

dibutubkan swvey dan dilakukan 

perubahan 

4. Sumber Daya Manusia di Kecamatan yang Kurangnya Pelatihan dan Diklat dalam rangka 

kurang secara pengetahuan meningkatkan kompetensi SDM 

Dari uraian gambaran pelayanan pada Bab II ditentukan isu-isu strategis sebagai berikut : 

1. Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati 

Pasuruan kepada Camat di bidang Pemerintahan dan Pelayanan untuk 

mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah. Dengan adanya penyerahan 

sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan 

pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki 

posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, 

baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi 



wilayah, dan potensi masyarakat dalam menduk:ung penyelenggaraan tugas pokok 

dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten 

Pasuruan; 

2. Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah. Kecamatan 

hams terns memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam 

penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat, terlebih pada Pemberdayaan 

Masyarakat peningkatan insfrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan 

ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh

sungguh memperhatikan Company/Coorperate Sosial Resposipility ( CSR ), maka 

kecamatan hams benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya 

peningkatan kesejahteraan masyarakat; 

3. Pelayanan Prima. Kecamatan sebagai salah satu OPD di Pemerintah Kabupaten 

Pasuruan yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka hams benar-benar mampu 

memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, 

akurat, memiliki legalitas hukurn dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada 

prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan 

pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif 

hams dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima 

akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, 

menciptakan kepuasan dan pada akhimya mampu mendorong berkembangnya 

dinamikan ativitas masyarakat; 

4. Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan 

aparatur merupakan factor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi , 

serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai factor penting, maka aparatur yang 

ada hams mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh 

sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan 

penambahan jumlah aparatur; 

Scbagai salah satu dari Organisasi Pcrangkat Dacrah yang bcrtanggungjawab 

Kepada Bupati Melalui Sekretariat Daerah, Kecamatan Sukorejo merupakan Perangkat 

Daerah yang menyelenggarakan urusan fungsi penduk:ung lainnya. Dalam rangka 

kelancaran penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi tersebut Kecamatan Sukorejo di tuntut 

untuk lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik di 

tingkat lokal, Regional maupun Nasional. Oleh karena itu dalam Perencanaan Pembangunan 

hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi 

kedepanya, sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran serta 

sesuai dengan tujuan pembangunan daerah. 



Dengan memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang dihadapi di harapkan 

dapat meningkatkan Kinerja dan Kualitas Pelayanan yang diberikan kepada masayarakat. 

Sehingga terwujudkannya Tata Pemerintahan yang baik dan bersih (Good Governace and 

Clean GovernmenO. Isu-isu strategis dalam perencanaan strategis Kecamatan Sukorejo 

merupakan kondisi aktual yang harus diperhatikan dan berdampakjangka panjang yakni: 

1. Tuntutan Masyarakat untuk memberikan pelayanan yang prima; 

2. Keterbukaan Pelayanan Publik; 

3. Belum memahami konsep keseteraan dan keadilan serta analisis gender dalam 

perencanaan. 

lsu-isu strategis tersebut memerlukan penanganan yang komprehensif melalui 

pendekatan spasial sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Sukorejo 

diantaranya: 

1. Membangun Sistem Pelayanan Prima yang aman, cepat, efektif, efisien, transparan 

dan akuntabel; 

2. Meningkatkan komitmen aparatur dalam penyelenggaraan Pemerintahan, 

pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat; 

3. Menyusun kebijakan dan anggaran yang efektif untuk mewujudkan penyelenggaraan 

pelayanan publik responsif gender. 



BAB IV 

TUJlJAN DAN SASARAN 

4.1 Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2024 - 2026 

Tujuan dan sasaran renstra Kecamatan Sukorejo mengacu pada sasaran Rencana 

Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Pasuruan 2024 - 2026 "Meningkatnya Kualitas 

Pelayanan Publik" serta permasalahan dan isu strategis yang disajikan pada Bab III. 

Tujuan Renstra Kecamatan Sukorejo yakni "Meningkatnya Kualitas Pelayanan Di 

Tingkat Kecamatan". Dengan indikator tujuan "Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 

Kecamatan". Adapun sasaran renstra Kecamatan Sukorejo adalah sebagai berikut: 

1. Meningkatnya Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan 

Publik Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa 

Indikator : Persentase hasil penyelenggaraan kecamatan 

2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD 

Indikator : Nilai SAKIP Perangkat Daerah 

Penentuan target kinerja tahun 2024 - 2026 beserta indikator kinerja dapat dilihat 

pada tabel 4.1. 



NO TUJUAN 

1 2 

Meningkatnya Kualitas 
1 Pelayanan Di Tingkat 

Kecamatan 

TABEL 
Tujuan dan Sasaran :Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan 

Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan 

SASARAN INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN 

3 4 

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 
Kecamatan 

Meningkatnya Hasil Koordinasi 
Penyelenggaraan Pemerintahan, 

Persentase Penyelenggaraan Kecamatan 
Pelayanan Publik Dan Pemberdayaan 
MasyarakatDesa 

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD Nilai Sakip Perangkat Daerah 

TARGET KINERJA 
TUJUAN/ SASARAN PADA 

TAHUNKE-

2024 2025 2026 

5 6 7 

90,00 91 ,00 92,00 

91 ,50% 92,00% 92,50% 

80,00 80,50 81 ,00 



Penjelasan terkait indikator kinerja tujuan clan sasaran sebagaimana tabel berikut: 

Penjelasan clan Formula Perhitungan Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran 

NO Indikator Kinerja Penjelasan I Formula Perhitungan 

1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Hasil perhitungan IKM berdasarkan aplikasi e-tamu 

Kecamatan dengan komponen penilaian sesuai dengan Permenpan 

No. 14 Tahun 2017 : 

1. Persyaratan 

2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur 

3. W aktu Penyelesaian 

4. Biayaffarif 

5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan 

6. Kompetensi Pelaksana 

7. Perilaku Pelaksana 

8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan 

9. Sarana clan prasarana 

2 Persentase hasil Penyelenggaraan Rata-rata capaian indikator kinerja program = jumlah 

Kecamatan capaian indikator kinerja program : jumlah program 

Capaian indikator kinerja program = (realisasi : target) 

X 100% 

Jumlah program renstra sebanyak 5 adalah sebagai 

berikut: 

1. Program penyelenggaraan pemerintahan clan 

pelayanan publik 

2. Program pemherdayaan masyarakat desa dan 

kelurahan 

3. Program koordinasi ketentraman dan ketertiban 

umum 

4. Program penyelenggaraan urusan pemerintahan 

umum 

5. Program pembinaan clan pengawasan pemerintahan 

desa 

3 Nilai Sakip Perangkat Daerah Hasil evaluasi AKIP PD oleh Inspektorat Daerah 

berdasarkan komponen penilaian manajemen kinerja 

meliputi : 

1. Perencanaan Kinerja 

2. Pengukuran Kinerja 

3. Pelaporan Kinerja 

4. Evaluasi Kinerja 

(Permenpan RB No. 88 Tahun 2021) 



4.2 Cascading Kinerja PD 

Cascading adalah proses penjabaran dan penyelarasan Sasaran Strategis (SS), 

Indikator Kinerja Utama (IKU), dan/atau target IKU secara vertikal dari level unit/pegawai 

yang lebih tinggi ke level unit/pegawai yang lebih rendah. Secara garis besar Cascading 

Kecamatan Sukorejo Tahun 2024 - 2026 beserta target kinerja dapat dilihat sebagai berikut 



BABV 

STRATEGI DAN ARAB KEBIJAKAN 

Strategi merupakan upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari misi pembangunan 

yang telah ditetapkan. Strategi diturunkan dalam kebijakan dan program pembangunan sebagai 

upaya-upaya operasional yang bermuara pada tercapainya visi pembangunan. 

Kebijakan OPD merupakan turunan dari kebijakan Pemerintah Kabupaten Pasuruan 

dengan mempertimbangkan semua potensi, peluang, kendala dan ancaman yang mungkin ada di 

wilayah Kecamatan Sukorejo. Selanjutnya kebijakan tersebut dijadikan pedoman bagi 

pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. 

Sebelum menentukan strategi dan arah kebijakan dimasa mendatang, perangkat daerah 

perlu adanya analisis SWOT, dimana hal ini bisa manjadikan acuan dalam bekerja kedepannya. 

Berikut analisis SWOT pada Kecamatan Sukorejo : 

Tabel 5.1 

Analisis SWOT Untuk Menentukan Strategi Dan Arab Kebijakan : 

MEMBANTU MENGHAMBAT 

Strengths (Kekuatan): 

1. Koordinasi antar tim dalam meningkatkan 

penyelenggaraan pemerintahan 

2. Memperhatian kualitas pelayan publik yang 

baik terhadap pengguna layanan 

3. Melaksanakan pembinaan pada masyarakat 

maupun desa dalam pengembangan kualitas 

4. Mengoptimalkan peningkatan Akuntabilitas 

Perangkat Daerah 

Opportunity (Kesempatan): 

1. Kerjasama dengan mitra perangkat daerah 

dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk 

menjadi lebih baik 

2. Respon dari pengguna layanan untuk 

memperbaiki kualitas kedepannya 

3. Kewenangan Tim Penilaian SAK.IP dari 

Inspektorat Daerah untuk memberikan 

kesempatan dalam perbaikan 

Weakness (Kelemahan): 

1. Kualifikasi Pendidikan pelaksana 

yang tidak sesuai dengan jabatan 

yang diampu sehingga koordinasi 

terhambat 

2. Pelaksana yang tidak memahami 

Standar Pelayanan maupun Standar 

Operasional Prosedur 

Threats (Ancaman) : 

1. Tidak adanya koordinasi yang baik 

antara pemerintah kecamatan 

dengan muspika 

2. Oknum pengguna layanan yang 

tidak memenuhi standar pelayanan 

3. Nilai SAK.IP mengalami penuman 

jika ada kurangnya integritas 

pegawai dalam akuntabilitas kinerja 

Berdasarkan hasil analisis SWOT maka strategi dan kebijakan Kecamatan Sukorejo tahun 

2024 - 2026 dapat dilihat pada tabel 5.2 sebagai berikut: 



Tabel 

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan 

Tujuan lndikator Sasaran lndikator Strategi Arab Kebijakan 

Meningkatnya kualitas IKM Kecamatan 

pelayanan di tingkat 

kecamatan 

Meningkatnya Hasil Indeks Meningkatkan akses dan Memfasilitasi pelayanan 

Koordinasi Penyelenggaraan Penyelenggaraan kualitas layanan kepada dibidang pemerintahan dan 

Pemerintahan, Pelayanan Kecamatan masyarakat pemberdayaan masyarakat; 

Publik dan Pemberdayaan Mengoptimalkan sosialiasi 

Masyaral<:atDesa pelaksanaan. Musrenbang 

kepada kelompok masyarakat 

yang berkepentingan terhadap 

pembangunan; 

Memperbanyak pelatihan untuk 

meningkatkan SDM terutama 

yang menangani pelayanan 

secara langsung; 

Memperbanyak pelatihan bagi 

aparatur Pemerintahan desa; 



Memperbamyak sosialisasi 

tentang kemudahan pengurusan 

SKCK, dan kependudukan; 

Meningkatkan kapasitas 

aparatur pemerintahan desa; 

Meningkatkan koordinasi 

dengan mitra yang berkaitan 

dengan pelayanan. 

Meningkatnya Akuntabilitas Nilai SAKIP Membangun budaya Meningkatkan kualitas evaluasi 

Kinerja Perangkat Daerah Perangkat Daerah organisasi berorientasi akuntabilitas kinerja 

akuntabilitas kinerja 



BAB VI 

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN SERTA PENDANAAN 

Program pembangunan dalam 3 tahun mendatang diarahkan untuk tujuan yaitu 

"Meningkatnya Kualitas Pelayanan Di Tingkat Kecamatan" sebagai ujung tombak 

pelayanan kepada masyarakat yang dicapai melalui program sebagai berikut: 

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik 

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 

4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum 

5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 

6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 

Rencana program kegiatan serta pendanaan secara detail dapat dilihat pada Tabel 6.1 

sebagai berikut : 



Tabel 

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Kecamatan Sukorejo 

Unit 
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kerj 

Indikator 
a 

Pera 
Kinerja ngka 

Indik,~ Tujuan,sas Data capaian t 
Indika Sasa tor Programdan aran,Progr padaTahun Daer Loka 

Tujuan tor Kode Kegiatan am Awai Kondisi Kinerja pa,da 
ah si 

Tujuan 
ran Sasara (outcome) Perencanaan Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 akhir periode Renstra Translsl Tahun 2027 

n dan (2023) Perangkat Daerah Pena 

Kegiatan 
ng-

(output) 
gun 
g-

Targ Targe Targe Targ Targ jawa 
et 

Rp 
t 

Rp 
t 

Rp 
et 

Rp 
et 

Rp b 
Kiner Kiner Kiner Kiner Kiner 

ia ia ia ia ja 

(1) ( 2) (3) (4) (5) (5) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) 

1 Menlng IKM Meni Nilai PROGRAM Persentase 2,538,103,135 100 2,551,405,135 100 2,801,045,649 100 3,081,150,213 100 8,433,600,997 100 3,389,265,235 Kee Kee 
katnya Kec:am ngka SAKIP PENUNJANG kebutuhari % % % % % Suko Suko 
Kualita atan tnya Peran URUSAN urusan rejo rejo 
s Kuali gkat PEMERINTAHA pemerintah 
Pelayan tas Daera N DAERAH an yang 
andi Nilai h KABUPATEN/K terpenuhi 
Tingkat SAKI OTA 
Kec:ama p 
tan Pera 

ngka 
t 
Daer 
ah 

Rata·rata 100 100 100 100 100 
capaian % % % % % 
indikator 
kegiatan 



Per,!ncana Persentas,9 100 15,000,000 100 16,500,000 100 18,150,000 100 49,650,000 100 ~1,965,000 Kee Kee 

an, konsistem;i - 0/o o/o % 0/o 0/o Suko Suko 

Pengangg indikator rejo rejo 

ara, dan kinerja 
Evaluasi program/k 
Kinerja egiatan/su 
Per,~ngkat bkegiatan 
Dae,rah padadok 

rencana, 
anggaran, 
dan 
evaluasi 

Penyusunan Jumlah 1 5,000,000 1 5,500,000 1 6,050,000 1 16,550,000 1 6,655,000 Kee Kee 

Dokumen Dokumen - doku dokum doku doku doku Suko Suko 

Pere:ncanaa Perencanaan men en men men men rejo rejo 

n Pe:rangkat Perangkat 
Daerah Daerah 
Koordinasi Jumlah 1 5,000,000 1 5,500,000 1 6,050,000 1 16,550,000 1 6,655,000 Kee Kee 

dan Laporan - lapora dokum doku doku doku Suko Suko 

Penyusunan capaian n en men men men rejo rejo 

Laporan Kinerja dan 
capaian lkhtisar 
Kinerja dan Reallsasi 
lkhtisar Kinerja SKPD 
Realisasi dan Laporan 
Kinerja Hasil 
SKPD Koordinasi 

Penyusunan 
Laporan 
capalan 
Kinerja dan 
lkhtisar 
Reallsasi 
Kinerja SKPD 

Evaluasi Jumlah 1 5,000,000 1 5,500,000 1 6,050,000 1 16,550,000 1 6,655,000 Kee Kee 

Kinerja Laporan - lapora lapora lapora lapora lapor Suko Suko 

Perangkat Evaluasi n n n n an rejo rejo 

Daerah Kinerja 
Perangkat 
Daerah 

Administr Persentase 2,138,280,235 100 2,138,280,235 100 2,352,108,259 100 2,587,31!1,084 100 7,077,707,578 100 2,846,050,993 Kee Kee 

asi laporan o/o 0/o 0/o 0/o o/o Suko Suko 

Keuangan keuangan rejo rejo 

Perangkat yangsesuai 
Daerah dengan 

ketentuan 
dandapat 
dipertangg 
ungjawabk 
an 



Penyediaan Jumlah 1,745,340,235 182 1,745,340,235 196 1,919,874,259 196 196 5,777,076.178 196 2,323,047,853 Kee Kee 

Gaji dan Orang yang org- org- org- 2,111,861,684 org- org- Suko Suko 

Tunjangan Menerima bin bin bin bin bin rejo rejo 

ASN Gaji dan 
Tunjangan 
ASN 

Penyediaan Jumlah 351,360,000 12 351,360,000 12 386,496,000 12 12 1,163,001,600 12 467,660,160 Kee Kee 

Administrasi Dokumen doku dokum doku 425,145,600 doku doku Suko Suko 

Pelaksanaa Hasil men en men men men rejo rejo 

n Tugas Penyediaan 
ASN Administrasi 

Pelaksanaan 
Tugas ASN 

Pelaksanaa Jumlah 41,580,000 12 41,580,000 12 45,738,000 12 12 137,629,800 12 55,342,980 Kee Kee 

n Dokumen doku dokum doku 50,311,800 doku doku Suko Suko 

Penatausah Koordinasi men en men men men rejo rejo 

aan dan dan 
Pengujlan/V Pelaksanaan 
erifikasi Akuntansi 
Keuilngan SKPD 
SKPD 
Administr Jumlah 100 5,000,000 100 5,500,000 100 6,050,000 100 16,550,000 100 6,655,000 Kee Kee 

asi Barang Dokumen - % % % % % SUko Suko 

Millk Koordinasi rejo rejo 

Daerah dan 
pada Pelaksanaa 
Perangkat n 
Daerah Akuntansi 

SKPD 

Penatausah Jumlah 1 5,000,000 1 5,500,000 1 1 16,550,000 1 6,655,000 Kee Kee 

aan Barang Laporan Lapor Lapora Lapor 6,050,000 Lapor Lapor Suko Suko 

Milik Penatausaha an n an an an rejo rejo 

Daerah an Barang 
pada SKPD Milik 

Daerah pada 
SKPD 

Administr Persentase 100 20,000,000 100 16,500,000 100 18,150,000 100 54,650,000 100 19,965,000 Kee Kee 

asi dokumen - % % % % % Suko Suko 

Kepegawa kepegawai rejo rejo 

ian an yang 
Perangkat akuratdan 
Daerah sesuai 

ketentuan 



Pengadaan Jumlah 1 5,000,000 1 1 1 5,000,000 1 Kee Kee 

Pakaian Paket - Paket Paket - Paket - Paket Paket - Suko Suko 

Dinas Pakaian rejo rejo 

Beserta Dinas 
Atribut beserta 
Perlengkap Atribut 
annya 

Pendataan Jumlah 1 5,000,000 1 5,500,000 1 6,050,000 1 16,550,000 1 6,655,000 Kee Kee 

dan Dokumen - Doku Doku Doku Doku Doku Suko Suko 

Pengolahan Pendataan men men men m~n men rejo rejo 

Adrninistrasl dan 
Kepegawaia Pengolahan 
n Administrasi 

Kepegawaian 

Pendidikan Jumlah 2 10,000,000 2 11,000,000 2 12,100,000 2 33,100,000 2 13,310,000 Kee Kee 

dan Pegawal - Orang Orang Orang Orang Oran Suko Suko 

Pelatihan Berdasarkan g rejo rejo 

Pegawai Tugas dan 
Berdasarka Fungsiyang 
n Tugas Menglkuti 
dan Fungsl Pendidlkan 

dan 
Pelatihan 

Administr Penentase 135,221,760 100 !13,028,400 100 102,331,240 100 112,564,364 100 307,1124,004 100 123,820,800 Kee Kee 
asiUmum pemenuhan % % % % % Suko Suko 

Perangkat kebutuhan rejo rejo 

Daerah umumPD 

Penyediaan Jumlah 4,869,000 1 4,869,000 1 5,355,900 1 5,891,490 1 16,116,390 1 6,480,639 Kee Kee 
Komponen Paket paket paket paket paket paket Suko Suko 

Instalasi Komponen rejo rejo 

Ustrik/Pene Instalasi 
rangan Llstrik/Pener 
Bangunan angan 
Kantor Bangunan 

Kantor 
yang 
Disediakan 

Penyediaan Jumlah 3,529,000 1 3,529,000 1 3,881,900 1 4,270,090 1 11,680,990 1 4,697,099 Kee Kee 

Peralatan Paket paket paket paket paket paket Suko Suko 

dan Peralatan rejo rejo 

Perlengkap dan 
an i<.antor Perlengkapc1 

n 
Kantor yan11 
Disediakan 



Penyediaan Jumlah 1 1,000,000 1 1,100,000 1 1,210,000 1 3,310,000 1 1,331,000 Kee Kee 
Peralatan Paket Paket Paket Paket Paket Paket Suko Suko 
Rurnah Peralatan rejo rejo 
Tangga Rumah 

Tangga 
yang 
Disediakan 

Penyediaan Jumlah 21,333,360 1 10,000,000 1 11,000,000 1 12,100,000 1 33,100,000 1 13,310,000 Kee Kee 
Bahim Paket paket paket paket paket paket Suko SUko 
Logistik Bahan rejo rejo 
Kantor Logistik 

Kantor 
yang 
Disediakan 

Penyediaan Jumlah Paket 7,494,400 1 7,494,400 1 8,243,840 1 9,068,224 1 24,806,464 1 9,975,046 Kee Kee 
Barmg Barang paket paket paket paket paket SUko Suko 
Cet:1kan Cetakan dan rejo rejo 

dan Penggandaa 
Pen9ganda n 
an yang 

Dlsediakan 

Penyediaan Jumlah 3,600,000 2 3,600,000 2 3,960,000 2 4,356,000 2 11,916,000 2 4,791,600 

Bahan Dokumen Doku Doku Doku Doku Doku 
Bacaan dan Bahan men men men men men 
Peraturan Bacaan dan 
Pen1ndang- Peraturan 
undangan Perundang-

Undangan 
yang 
Disediakan 

Fasilitasi Jumlah 2,536,000 12 2,536,000 12 2,789,600 12 3,068,560 12 8,394,160 12 3,375,416 Kee Kee 
Kun:iungan Laporan lapora lapora lapora lapora lapor Suko Suko 
Tamu Fasilltasl n n n n an rejo rejo 

Kunjungan 
Tamu 

Penyelengg Jumlah 91,860,000 12 50,000,000 12 55,000,000 12 60,500,000 12 165,500,000 12 66,550,000 Kee Kee 
araan Rapat Laporan lapora lapora lapora lapora lapor Suko Suko 
Koordinasi Penyelengg.a n n n n an rejo rejo 
dan raan 
Konsultasi Rapat 
SKPD Koordinasi 

dan 
Konsultasi 
SKPD 



Duk1Jngan Jumlah 1 10,000,000 1 11,000,000 1 12,100,000 1 33,100,000 1 :L3,310,000 Kee Kee 

Pelaksanaa Dokumen - Doku Doku Doku Doku Doku Suko Suko 

n Sistem Dukungan men men men men men rejo rejo 

Pemerintah Pelaksanaan 
an E:erbasis Sistem 
Elektronik Pemerintah3 
pada SKPD n Berbasis 

Elektronik 
pada SKPD 

Pengadaa Presentas•! 27,907,000 100 65,000,ClOO 100 71.,500,000 100 78,650,000 100 215,150,000 100 86,515,000 Kee Kee 

n Barang Pemenuhe1 o/o o/o o/o o/o o/o Suko Suko 

Milik n rejO rejo 

Daerah Pengadaa11 
Penunjan Brg Milik 
g Urusan Daerah 
Pemerinta Penunjanu 
h D11erah Urusan 

Pemerintah 
Daerah yg 
terealisasi 

Pengadaan Jumlah Unit 1 Unit 20,000,000 1 Unit 2.2,000,000 1 Unit 24,200,000 1 Unit 66,200,000 1 Unit 26,620,000 Kee Kee 

Kendaraan Kendaraan . Suko Suko 

Perorangan Perorangan rejo rejo 

Dinc:1s atau Dinas atau 
Kendaraan Kendaraan 
Dinas Dlnas 
Jabc:1tan Jabatan yang 

Disediakan 

Pengadaan Jumlah Paket 1 Unit 10,000,000 1 Unit 11,000,000 1 Unit 12,100,000 1 Unit 33,100,000 1 Unit 13,310,000 Kee Kee 

Meubelair Mebel yang . Suko Suko 

Dlsediakan rejO rejo 

Pengadaan Jumlah Unit 1 Unit 10,000,000 1 Unit 11,000,000 1 Unit 12,100,000 1 Unit 33,100,000 1 Unit 13,310,000 Kee Kee 

Peralatan Peralatan . Suko Suko 

dan Mesin dan Mesin rejo rejo 

Lainya Lainnya yang 
Disediakan 

Pengadaan Jumlah Unit 1 Unit 5,000,000 1 Unit 5,500,000 1 Unit 6,050,000 1 Unit 16,550,000 1 Unit 6,655,000 Kee Kee 

Sarma dan Sarana dan Suko Suko 

Prasarana Prasarana rejo rejo 

Pendukung Pendukung 
Gedung Gedung 
Kant.or atau Kantor atau 
Bangunan Bangunan 
Lainnya Lainnya 

yang 
Disediakan 



Pen9adaan Jumlah Unit 1 Unit 5,000,000 1 Unit 5,500,000 1 Unit 6,050,000 1 Unit 16,550,000 1 Unit 6,655,000 Kee Kee 
Ged1Jng Gedung - Suko Suko 

Kantor atau Kantor atau rejo rejo 
Banqunan Bangunan 
Lainnya Lainnya yang 

Disediakan 

Pen!iadaan Jumlah Unit 27,907,000 1 15,000,000 1 unit 16,500,000 1 unit 18,150,000 1 49,650,000 1 19,965,000 Kee Kee 
Sarma dan Sarana dan unit unit unit Suko Suko 

Prasarana Prasarana rejo rejo 

Gedung Gedung 
Kantor atau Kantor atau 
Banqunan Bangunan 
Lainnya Lainnya yang 

Disediakan 

Penyediaa Persentas,a 78,455,840 100 78,455,840 100 86,301,424 100 94,931,566 100 259,688,830 100 104,424,723 Kee Kee 

nl21sa jasa o/o o/o % % o/o Suko Suko 

Penunjan penunja"'1 rejo rejo 

g Urusan opersional 
Pemerinta kantor 
han yang 
Dae,rah tersedia 

Penyediaan Jumlah 74,955,840 12 74,955,840 12 S,2,451,424 96 90,696,566 96 248,103,830 96 99,766,223 Kee Kee 
Jasa Laporan Lapor Lapora rek- rek- rek- Suko SUko 
Komunikasi, Penyediaan an n bin bin bin rejo rejo 

Sumber Jasa 
Daya Air Komunikasi, 
dan Listrik Sumber Daya 

Air dan 
Llstrtk yang 
Disediakan 

Penyediaan Jumlah 3,500,000 9 3,500,000 9 unit 3,850,000 9 unit 4,235,000 9 11,585,000 9 4,658,500 Kee Kee 
Jasa Laporan unit unit unit Suko Suko 

Peralatan Penyediaan rejo rejo 

dan Jasa 
Perlengkap Peralatan 
an i<.antor dan 

Perlengkapa 
n Kantor 
yang 
Disediakan 

Pemelihar Persentase 158,238,300 100 136,640,660 100 150,304,726 100 165,335,199 100 452,280,585 100 181,868,718 Kee Kee 

aan BMD % o/o o/o o/o o/o Suko Suko 

Barang kondisi rejo rejo 

Milik baik 
Dae1rah 
Penunjan 
g Urusan 
Pemerinta 



han 
Daerah 

Penyediaan Jumlah 106,032,100 5 79,600,!!60 5 unit S,7,560,946 5 unit 96,317,041 5 263,478,847 5 105,948,745 Kee Kee 
Jasa Kendaraan unit unit unit Suko Suko 

Pemelihara Perorangan rejo rejo 

an, Biaya Dinas atau 
Pemelihara Kendaraan 
an dan Dlnas 
Pajak Jabatan yang 
Kendaraan Dlpelihara 
Perorangan dan 
Dinas atau dibayarkan 
Kendaraan Pajaknya 
Dinas 
Jabatan 

Pemelihara Jumlah 5 10,000,000 5 unit 11,000,000 5 unit 12,100,000 5 33,100,000 5 13,310,000 Kee Kee 
an Mebel yang - unit unit unit Suko SUko 
Meubelalr Dlpelihara rejo rejo 

Pemelihara Jumlah 5 10,000,000 5 unit 11,000,000 5 unit 12,100,000 5 33,100,000 5 13,310,000 Kee Kee 
an Peralatan - unit unit unit Suko SUko 

Peralatan dan Mesin rejo rejo 

dan Mesin Lalnnya yang 
Lainya Dlpelihara 

Pemelihara Jumlah 45,166,400 1 30,000,000 1 Unit 33,000,000 1 Unit 36,300,000 1 99,300,000 1 39,930,000 Kee Kee 
an/Rehabllit Gedung Unit Unit Unit Suko Suko 
asi Gedung Kantor dan rejo rejo 
Kantor dan Bangunan 
Bangunan Lainnya 
Lainnya yang 

Dlpelihara/Di 
rehabtlitasl 

Pemelihara Jumlah 7,039,800 5 7,039,800 S unit 7,743,780 5 unit 8,518,158 5 23,301,738 5 9,369,974 Kee Kee 
an/Rehabilit Sarana dan unit unit unit Suko Suko 

asi Sarana Prasarana rejo rejo 

dan Gedung 
Prasarana Kantor atau 
Gedung Bangunan 
Kantor atau Lalnnya 
Bangunan yang 
Lainnya Dipelihara/Di 

rehabilitasi 



Meni Indek!: PROGRAM Persentase 43,486,000 100 26,414,000 100 29,055,400 100 31,960,940 100 87,430,340 100 35,157,034 Kee Kee 
ngka Penyel PENYELENGGA dokumen 0/o 0/o 0/o 0/o 0/o Suko Suko 
tnya engg21 RAAN penyelengg rejo rejo 
Hasil raan PEMERINTAHA araan 
Koor Kecam NDAN pemerintah 
dina atan PELAYANAN an yang 
si PUBUK tepat 
Peny waktu 
elen 
ggar 
aan 
Pem 
erint 
ahan 
, 
Pela 
yana I ndeks 100 100 100 100 100 
n Pelayanan 0/o 0/o 0/o 0/o % 
Publi Publik 
k Kecamatan 
dan 
Pem 
herd 
ayaa 
n 
Mas 
yara 
kat 
Desa 

Koordinasi Persentase 43,486,000 100 16,414,000 100 18,055,400 100 19,860,940 100 54,330,340 100 21,847,034 Kee Kee 
Penyeleng kegiatan % 0/o 0/o 0/o % SUko SUko 
garaan pemerintah rejo rejo 
Kegiatan an yang 
Pemerinta dlkoordinas 
han di ikan 
Tingkat dengan 
Kecamata instansi 
n terkait 

Koordinasi/ Jumlah 37,072,000 2 10,000,000 2 11,000,000 2 12,100,000 2 33,100,000 2 13,310,000 Kee Kee 
Sinergl Laporan lapora lapora lapora lapora lapor SUko Suko 
Perencanaa Hasil n n n n an rejo rejo 
n dan Koordinasi 
Pelaksanaa Perencanaan 
n Kegiatan danPelaksan 
Pemerintah aan Kegiatan 
an dengan Pemerintaha 
Perangkat n (Laporan) 
Daerah dan 
Instansi 
Vertikal 
Terkait 



Peningkata Jumlah 6,414,000 39 6,414,000 39 7,055,400 39 7,760,940 39 21,230,340 39 8,537,034 Kee Kee 
n Efeklifitas dokumen lapora lapora lapora lapora lapor Suko Suko 

Kegiatan Peningkatan n n n n an rejo rejo 
Pemerintah Efeklifitas 
an di Kegiatan 
Tingkat Pemerintaha 
Keec1matan n di Tingkat 

Kecamatan 
Penyeleng Persentas,9 100 s,000,000 100 5,500,000 100 6,050,000 100 16,550,000 100 6,655,000 Kee Kee 
garaan laporan - o/o o/o o/o o/o % Suko Suko 

Urusan bulanan rejo rejo 

Pen1erinta PATEN 
han yang yang 
tidak diselesaika 
dilaksanak n tepat 
anoleh waktu 
Unit Kerja 
PD yang 
adadi 
Kecamata 
n 

Peningkata Jumlah 2 5,000,000 2 5,500,000 2 6,050,000 2 16,550,000 2 6,655,000 Kee Kee 

n Efeklifitas Laporan lapora lapora lapora lapora lapor Suko Suko 
Pelaksanaa Peningkatan n n n n an rejo rejo 

n Pelayanan Efeklifitas 
kepada Pelaksanaan 
Masyarakat Pelayanan 
di Wil kepada 
Keeamatan Masyarakat 

diWil 
Kecamatan 

Pelaksana Prosentase 100 s,000,000 100 5,500,000 100 6,050,000 100 6,550,000 100 6,655,000 Kee Kee 

an Urusan Reallsasi - % % o/o o/o % Suko Suko 

Pemerinta PBB· P2 rejo rejo 

han yang 
Dilimpahk 
an kepada 
camat 

Pelaksanaa Jumlah 12 5,000,000 12 5,500,000 12 6,050,000 12 16,550,000 12 6,655,000 Kee Kee 

n Urusan Laporan Lpaor Lpaora Lpaor Lpaor Lpaor Suko Suko 

Pemerintah Pelaksanaan an n an an an rejo rejo 

an yang Kewenangan 
terkait dgn Lain yang 
Kewenanga Dilimpahkan 
n Lain yang 
Dilimpahka 
n 



PROGRAM Persentase 46,230,000 35% 25,000,000 35% 27,500,000 35% 30, 250,000 3So/o 82,750,000 3So/o 33,275,000 Kee Kee 
PEMBERDAYA lembaga SUko Suko 
AN kemasyara rejo rejo 
MASYARAKAT katan 
DESADAN desa/kelur 
KE LURA.HAN ahan yang 

aktif 

Persentas,e 35% 35% 3So/o 35% 3So/o Kee Kee 

kelompok Suko Suko 

maayanki~ rejo rejo 

t 
d- /kelur 
ahan yang 
aktil 

Koordinasi Persentase 46, 230,000 100 2s,ooo,ooo 100 27,500,000 100 30,250,000 100 2, 750,000 100 33,275,000 Kee Kee 
Kegiatan hasil o/o o/o o/o o/o o/o Suko Suko 
Pemberda evaluasi rejo rejo 
yaan Desa pemberda·~ 

aan 
masyarakat 
yang 
dltindaklan 
juti 

Peningkata Jumlah 5 3,000,000 5 3,300,000 5 3,630,000 5 9,930,000 5 3,993,000 Kee Kee 
n Partisipasl Lembaga - Lemb Lemba Lemba Lemb Lemb Suko Suko 
Masyarakat Kemasyaraka aga ga ga aga aga rejo rejo 
dalam tan yang 
Forum Berpartisipasi 
Musyawara dalam Forum 
h Musyawarah 
Perencanaa Perencanaan 
n Pembanguna 
Pembangun n di Oesa 
an 
di D!!Sa 

Peningkata Jumlah Lap 46,230,000 4 22,000,000 6 24,200,000 6 26,620,000 6 72,820,000 6 29,282,000 Kee Kee 
n Efektifitas Peningkatan lapora lapora lapora lapora lapor Suko Suko 
Kegiatan Efektivitas n n n n an rejo rejo 
Pemberday Kegiatan 
aan Pemberdaya 
Mas,-arakat an 
di Wilayah Masyarakat 
Keeamatan di Wilayah 

Kecamatan 



PROGRAM Persentase 13,500,000 830/o 13,500,000 830/o 14,850,000 830/o 16,335,000 830/o 44,685,000 830/o 17,968,500 Kee Kee 
KOORDJ:NASI penangan11 Suko Suko 
KETENTRAMA n gangguan rejo rejo 
NDAN trantibum 
KETERTIBAN 
UMUM 

Koordinasi Persentas,e 13,500,000 700/o 13,500,000 700/o 14-,850,000 700/o 16,335,000 700/o 44,685,000 700/o 17,968,500 Kee Kee 
Upaya laporan Suko Suko 
Penyeleng yang rejo rejo 
garaan ditindaklan 
Ketentera juti ke 
mandan instansi 
Ketertiban terkait 
Umum 

Sinergitas Jumlah 4,500,000 4 4,500,000 4 4,950,000 4 5,445,000 4 14,895,000 4 5,989,500 Kee Kee 
dengan Laporan lapora lapora lapora lapora lapor Suko Suko 
Kepolislan Hasll n n n n an rejo rejo 
Negara Sinergitas 
Republik dengan 
Indonesia, Kepolislan 
Tent.ara Negara 
Nasional Republik 
Indonesia Indonesia, 
dan Tentara 
Instansl Nasional 
Vertikal di Indonesia 
Wilayah dan Instansi 
Keeamatan Vertikal di 

Wilayah 
Kecamatan 

Harmonisasi Jumlah 9,000,000 4 9,000,000 4 9,900,000 4 10,890,000 4 29,790,000 4 11,979,000 Kee Kee 
Hubungan Laporan lapora lapora lapora lapora lapor Suko Suko 
Dengan Koordinasl n n n n an rejo rejo 
Tokoh upaya 
Agama dan penyelenggr 
Tokoh araan 
Masyarakat ketentraman 

dan 
ketertiban 
umum 

PROGRAM Persentase 100 5,000,000 100 5,500,000 100 6,050,000 100 16,550,000 100 6,1555,000 Kee Kee 
PENYELENGGA konflik - 0/o 0/o 0/o 0/o 0/o Suko Suko 
RAANURUSAN SARA yang rejo rejo 
PEMERINTAHA diselesaika 
NUMUM n sesuai 

kewenanga 
n 



Penyeleng lumlah 3 5,000,000 3 5,500,000 3 6,050,000 3 3 «;,655,000 Kee Kee 

garaan peserta - Lapo Lapor Lapor Lapo Lapo Suko Suko 

Urusan yang ran an an ran ran rejo rejo 

Pen1erinta mengikuti 
han pembinaa11 
Umum wawasan 
Sesuai kebangsaa 
Penugasa ndan 
n K1!pala ketahanan 
Daerah nasional 

Pembinaan Jumlah 50 5,000,IJOO 50 5,500,000 50 6,050,000 50 16,550,000 50 6,655,000 Kee Kee 

Wawasan Orang yang org org org org org Suko Suko 

Kebangsaan Mengikuti rejo rejo 

dan Pembinaan 
Ket:ahanan Wawasan 
Nasional Kebangsaan 
dalam dan 
rangka Ketahanan 
Mernantapk Nasional 
an dalam 
Peniiamalan rangka 
Pancasila, Memantapka 
Pelaksanaa n 
n UUD Pengamalan 
Negara Pancasila, 
Republik Pelaksanaan 
Indc,nesla UUD Negarn 
Tahun Republlk 
1945, Indonesia 
Pelestarian Tahun 1945, 
Bhir,neka Pelestarian 
Tun,Jgal Ika Bhinneka 
serta Tunggal Ika 
Pemertahan serta 
an dan Pemertahana 
Pemelihara n dan 
an Pemeliharaa 
Keutuhan n KeubJhan 
Negara Negara 
Kesatuan Kesatuan 
Republik Republik 
Indc,nesia Indonesia 

PROGRAM Persentase 100 15,000,000 100 16,500,000 100 18,150,000 100 49,650,000 100 19,965,000 Kee Kee 

PEMBINAAN Pemerintah - o/o o/o o/o o/o o/o Suko Suko 

DAN an Desa rejo rejo 

PENGAWASAN dengan 
PEMERINTAHA Administra 
NDESA si Desa 

yang Baik 



Fasilitasi, Persentas,a 100 15,000,000 100 16,500,000 100 18,150,000 100 49,650,000 100 1!1,965,000 Kee Kee 
Rek·omend hasil - % % % % % SUko SUko 
asidan fasilitasi rejo rejo 
Koord. pembinaan 
Pembinaa dan 
ndan pengawasa 
Pengawas n 
an pemerintah 
penierinta desayang 
hDesa ditindaklan 

juti 

Fasilitasi Jumlah 12 5,000,000 12 5,500,000 12 6,050,000 12 16,550,000 12 6,655,000 Kee Kee 
Administrasi Dokumen doku dokum doku doku doku 5uko Suko 
Tata Administrasi men en men men men rejo rejo 
Pemerintah Tata 
an Desa Pemelintaha 

n Desa 

Fasilitasi Jumlah 12 5,000,000 12 5,500,000 12 6,050,000 12 16,550,000 12 6,655,000 Kee Kee 
Pengelolaan Dokumen lapora lapora lapora lapora lapor SUko Suko 
Keuangan Laporan n n n n an rejo rejo 
Desa dan Pengelolaan 
Pendayagu Keuangan 
naan Aset Desa 
Desa 

Fasilitasi Jumlah 19 5,000,000 19 5,500,000 19 6,050,000 19 16,550,000 19 6,655,000 Kee Kee 
Pelaksanaa Dokumen Doku Doku Doku Doku Doku Suko Suko 
n Pemilihan L.aporan men men men men men rejo rejo 
Kepala Pelaksanaan 
Desa Pemilihan 

Kepala Desa 
sesuai 
tahapan 

TOTAL 2 641319135 2 636 319 135 2 894 451 049 3 183 896 153 8 714 666 337 3 502 285 769 



BAB VII 

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN KECAMATAN 

7.1 Kinerja Tujuan dan Sasaran Renstra (IKU) 

NO 

(1) 

1 

1 

2 

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Sukorejo mengacu pada indicator kinerja 

tujuan dan sasaran renstra dapat dilihat pada tabel berikut ini 

Tabel 

lndikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD 

Kondisi Kondisi 
Kinerja Target Capaian Setiap Kinerja 

lndikator 
pada awal Proyeksi Tahun pada 

periode RPD Tahun 2023 akhir 

Tahun 2022 2024 2025 2026 
periode 

RPD 

(2 ) (3) (4) (5) (6) (9) 

Tujuan 

Indeks Kepuasan 
Masyarakat (IKM) 88,62 89,65 90 91 92 92 
Kecamatan 

Sasaran 

Persentase hasil 
penyelenggaraan 90,50% 91,00% 91 ,50% 92,00% 92,50% 92,50% 
kecamatan 

Nilai SAKIP Perangkat 78,73 79,00 80,00 80,50 81 ,00 81,00 
Daerah 



BAB VIII 

PENUT UP 

Penyusunan Review Renstra Kecamatan Sukorejo 2024 - 2026 

dimaksudkan untuk merevisi target dan capaian kinerja pada Tahun berjalan 

sehingga dapat memberikan informasi yang valid kepada para pemangku 

kepentingan dan sebagai pedoman OPD Kecamatan Sukorejo dalam 

melaksanakan Program kegiatan agar sesuai dengan Renstra Kabupaten 

Pasuruan Tahun 2024 - 2026. 

Rencana Strategis 2024-2026 Kecamatan Sukorejo digunakan sebagai 

pedoman melaksanakan Tujuan, Program dan kegiatan yang telah ditetapkan 

untuk selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja. 

Semoga dengan disusunnya review Rencana Strategis Perubahan 

Kecamatan Sukorejo ini dapat dijadikan pedoman pelaksanaan pemerintahan, 

pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan di Kecamatan 

Sukorejo. Demikian penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Sukorejo 

Kabupaten Pasuruan, mudah-mudahan apa yang diharapkan dapat terlaksana 

dengan baik dan lancar. 

Renstra ini disusun untuk menjamin keterkaitan dengan konsistensi 

antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan 

pembangunan daerah selama periode 2024-2026, selain itu Renstra 

Kecamatan Sukorejo disusun sebagai tindak lanjut dari penyusunan RPJM 

Daerah Kabupaten Pasuruan. 

TEL.AH DITELITI 

Pejabat Tanggal Paraf 

Sekretaris Daerah 
" 

�� 

Asisten PKR ' _\ 
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         ttd.

M. IR SYAD YUSUF

Kabag. Hukum 

Kabid. PPM 
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